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ABSTRAK

Anak merupakan aset masa depan bagi orang tuanya dan mempunyai
peluang besar untuk dijadikan barometer bagi kemajuan dan kemunduran suatu
bangsa. Dalam pandangan sejarah, ketika anak-anak diproduk dengan pendidikan
dan bimbingan yang baik, maka secara otomatis negara akan mengalami
kemajuan, akan tetapi jika anak tersebut diproduk dengan kebijakan yang salah,
maka tidak menumtut kemungkinan akan menjadi barometer bagi bangsa dan
negara itu sendiri.

Dalam kehidupaa sehari-hari seringkali melihat fenomena-fenomena yang
kurang sehat dan logis baik dari sudut pandang agama maupun budaya, yakni
berupa kenakalan anak-anak yang sesekali sudah melebihi batas kcwajaran.
Ketika, hal ini disinggungkan dengan negara yang berasaskan hukum, maka sudah
selazimnya ada undang-undang yang mengatur tentang kasus-kasus dalam level
anak-anak. Tujuannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan pendidikan
yang nantinya mampu membuat anak tersebut menjadi jera dan berkomitmen
untuk tidak mengulangi lagi. Dalam hal ini hukum Islam memandang bahwa,
anak yang tersandung kasus dan sudah layak untuk disinggungkan dengan
peradilan yaitu bisa untuk disidangkan adalah %etika dia sudah balig dan tamyiz,
sebagaimana argumentasi para fuqaha dalam menetapkan dan menafsirkan
pengertian tersebut.

Dalam proses persidangan secara umum termasuk di dalamnya
persidangan unfuk anak tersebut, hukum Islam bersifat terbuka dengan alasan agar
tidak ada kecurangan senta dapat menimbulkan efek jera pada pelaku jarimah,
namun hal tersebut hukan sesuatn yang babak final tapi masih menjadi nilai tawar
yaitu bersifat tertutup untuk kemaslahatan bersama. Metode yang dipakai dalam
Islam didasarkan al-Maslahah al-Mursalah yakni snata ketentuan yang
berdasarkan pada kebaikan bersama untuk menyatakan suatu manfaat. Adapun
hukum positif memandang, bahwa anak yang baru berusia 8 (delapan) tahun dan
memunculkan sebuab kasus, maka sudah bisa tesjerat tindak pidana atau sudah
bisa masuk dalam meja hijau yaitu untuk disidangkan pada pada sidang anak,
Akan tetapi, dalam hal proses persidangan anak menurut hukum positif tepatnya
Undang-Undang No. 3 Talum 1997 tentang Peradilan Anak lebih menekankan
pada bersifat tertutup dengan alasan agar anak tidak mengalanii depresi mental.
Metode yang dipergunakan dalam persidangan anak tersebut lebih
menitikberatkan keadaan psikologi anak dengan alasan anak masih mempunyai
masa depan yang panjang. Adapun untuk ketentnan sanksi yang diterapkan pada
anak ada pembedaan dari orang dewasa. Untuk sanksi anak adalah hukumannya %
(satu per duva) dari hukuman orang dewasa. Menurut hukum Islam sendiri tidak
ada sanksi yang tepat pada anak, tetapi lebih menitikberatkan pada nilai
pendidikan (tarbiyah) seita pembinaan (1a’bidj yang diberikan, sehingga
diharapkan kelak anak menjadi orang yang berguna bagi bangsa dlan negara.
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MOTTO
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“Sesungguhinya sesudak Kesulitan ity ada Remudahian, makg apabila Rgmu
telah selesai (dari suatu urusan) makg Kerjakgnlah dengan sunggub-sungguh
(urusan) yang lain dan hanya Tuhanmu fiendaknya Rgmu berfiarap”

(QS. af- Tusyiraf (54} 6-6)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi hurof-huruf bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan
skripsi berpedoman pada buku “Pedoman Transliterasi Arab-Latin”
berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan R1 Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
] alif - tidak dilambangkan
o ba’ b -
< ta’ t -
< sa $ § dengan titik atas
€ jim i -
(d ha h h dengan titik bawah
¢ kha kh -
4 dal d -
3 2a z Z dengan titik atas
J ra’ r J
J za z -
e sin 8 -
o syin sy -
oa sad $ $ dengan titik bawah




e dad d d dengan titik bawah
b ta t t dengan titik bawah
b za zZ z dengan titik bawah
[ ‘ain ‘ koma terbalik

4 gain g -

i fa f -

dé qaf q .

4 kaf k -

dJ lam 1 -

¢ mim m =

O nun n -

3 waw w -

s ha’ h -

s hamzah { apostsrof

4 ya' y )
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[I. Konsonan Ranglap (karcna syaddah), ditulis rangkap

-
-

Cppdinlia ditulis muta’aqqidin

e ditulis “iddah

M. Ta* marbutah di akhir kata bila dimsatikan ditulis h
L ditulis hibah

5 ditulis jizyah

IV. Vokal pendek

(fathah) ditulis a
(kasrah) ditulis i
(dhammazh) ditulis u
V. Vokal panjang
1. Fathah + alif ditulis &
glatla ditulis jahiliyyah
2. Fathah +ya’ mati ditulis a
(. ditulis yas’a
3. Kasrah + ya’mati ditulis T
Ada ditulis madid

4. Dammah + waw mati ditulis
wag b ditulis fortid



VL  Vokal rangkap
1. Fathah + ya’ mati ditulis ai
oS ditulis bainakum
2. Fathah + waw mati ditulis au
Jsd ditulis gaul

VIL. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisah dengan apostref

gl ditulis a’antum
R | ditulis u’iddat
i Sas ditulis 1a’in syakartum

VIIL Kata sambung alif + lam ditulis harus satu macam

) i ditulis al-Qur’sin
slaudl ditulis as-sama’
wa gl g9l ditulis zawT al-furtid
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BAB1
PENDAHULUAN
A, Latar-Belalang Masalah.

Indonesia merupakan negara hukum yang semua sikap serta tindakan
diatur berdasarkan  vodang-undang yang - berlaku di negara seswa  dengan
kesepakatan bersama. Sehutan untuk negara hukum itu sendir dalam pandangan
Rousseau, F.J. Stahl denpan unsur utamanya, sehagai benikut:

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi.

2. Penyelenggaraan negara berdasarkan inas politika (pemisahan

kekuasaan).

3. Pomerintah berdasarkan pada undang-undang.

4. Adanya peradilan administrasi. *

Dalam pencgakan ‘hukum terdapat adanya sanksi yang tegas bagi yang
melanggar dan it berlaku untuk sewua usia dan taupa adanya diskciminasi baik
yang bersangketan dart golongsn muda, tua, kaya, miskin, pejabat, rakyat jelata,
dan tidak menuntut keonmgkinan anak-anak sekalipnn.

Meskipun anak tersebui secara mental belum bisa membedakan mana baik
dan buruk, yang sekizailya perbuatan tersebut dapat menimbulkan dampak hukum
di dalamnya, akan fetapi ketika anak-anak tersebut melakukan tindakan yang
membahayakan bagi dirinya maupin orang lain atau dengan bahasa lain

melakukan tindakan yang mengarah pada kriminal maka konsekuensinya harus

b N mail Huda, Nogara, Hidam Demokeayi dan Judicial Review (Yogyakaria; UL Press,
2i%35), bim. 6.



ada tindakan tegas dari aparat maupun penegak hukum yang -berwenang, dan
semua itu untuk kebaikan anak itu sendiri sesuai dengan undang-undang yang
berlakn.

Kendati demikian, proses peradilan dan sanksi harus dibedakan dengan .
orang dewasa, karena tingkat kejahatan atau sesvatu yang membahayakan secara
frekuensi berbeda. Jadi, hamis ada perbedan yang tegas antara huwkum yang
dibertkan kepada anak-anak dan orang dewasa.

Di sisi lain, anak adalah putca kehidupan masa depan bangsa dan negara,
Demikian juga, ajaran agama menyatakan setiap anak yang fahir ke dunia dafam
keadaan fivah atau suci, bak kertas putib.” Oleh karena itu, anak memeriukan
pembinaan, bimbingan khusus apar dapat berkembang secara fisik, mental dan
spiritualnya secara maksimal ? |

Untuk melaksanakan serta perlindungan terhadap anak dipedlukan adanya
payung hukum untuk mendapatkan dukungan, baik menyangkut kelembagaan
anak maupun perangkat hukum yang lebibh mantap dan memadai.* D antasanya
lembaga anak seperti peradilan anak, Jembaga perlindungan anak semisal Komisi
Nasional Hak Asasi Marusia (KOMNASHAM) dan lain schagainya.

Dalam berbagai hal, upaya pembimaam dan periimdungm ferhadap anak’
scringkali dihadapkan pada peanasalahan dan tantangan yang tidak jarang

dijumpai adanya penyimpangan perilaku di tengah-tengah msyarakat, bahkan

? Moch, Faizal Salam, Huhmm Aara Peradilan Anak di Indomesia (Bandong: V.
Mandar Maju, 2005), him. 1.

¥ Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia (Banghung: PT Citra Aditya Bakii, 2003), him. 4,
4 16id. Bt 2.



lebih dan itu terdapat anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum
tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.*

Di samping itu, terdapat pula anak yang karena satu hal tidak mempunyai
kesempatan memperoleh perbarian baik secara fisik, mental, maupun sosial.
Maka, tidak menmumtut kemungkinan akan melahirkan suatu tindakan yang
membahayakan bagi dirinya inaupun orang lain, dan ketika hal ini dibiarkan atau
tidak tersentuh ranah hukum, maka secara kontinyu akan memunculkan tindakan
yang membahayakan atau kriminal yang lebih besar.

Untuk pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam ditegakkan atas
tiga hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang.

2. Dikerjakan dengan kemampuan sendir.

3. Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.®

Dalam syara’ orang yang dibebani ketentuan hulum disebut mukallaf. {a
mempunyai beberapa syarat, di antaranya:

1. Orang harus dapat memahami dalil-dalil sak/if (pembebanan hukum).

2. Orang tersebut harus telah berakal sempumna.

Melihat perkembangan dunia hukunm yang sejalan dengan perkembangan
zmnan, taka pemerintah wulai membentuk pengadilan anak yang bertujuan untuk

memberikan kebijakan anak yang kena tindak pidana sehingga anak tersebut

3 Team Media Centre, Undang-Undang RI rentang Peradilan Anak (Surabaya: Media
Cendre, 2006), him. 34.

¢ A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), him. 173.



diharapkan menjadi jera dan tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat
merugikan bangsa dan negara.

Selain itu juga pemerintah mulai merintis undang-undang mengenai
problem anak tersebut sebagai landasan dalam memecahkan kasus pidana di
tingkat anak-anak. Dengan bekerjasama dengan beberapa elemen yang duduk
dalam pemerintahan untuk merancangnya.

Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak telah disampaikan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat dengan Amanat Presiden pada tanggal 20 November
1995 Nomor 12/ Peradilan Umum/ XII/ 1995 disusul dengan keterangan
Pemerintah pada Pembicaraan Tingkat 1 dalam Rapat Paripurna tanggal 1 Maret
1996 maka Pemerintah menyampaikan pokok pikiran yang melatarbelakangi
penyusunan RUU Peradilan Anak, adalah:

1. RUU Peradilan Anak disusun dengan dasar pemikiran bahwa anak

merupakan bagian dari generasi muda adalah aset bangsa,

2. Peradilan Anak meliputi semua aktivitas pemeriksaan dan pemutusan

perkara yang menyangkut kepentingan anak.”

Bertolak dari konseptual di atas, maka lahirlah suwatu susunan RUU
Peradilan Anak guna menangani perkara yang tersangka atau terdakwa dalam
tingkat anak-anak. Selanjutuya, Pemerintah bersama DPR menetapkan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang disahkan Presiden

7 Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Imdonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya),,
(Bandung: Mandar Maju, 2005), him. 13.°



pada tanggal 3 Januari 1997 yang kemudian diundangkan oleh Menteri Sekretaris
Negara Rl dengan LNRI Taliun 1997 Nomor 3 dan TLNRI Nomor 5668.*

Selanjutnya, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak perlu
ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum, baik hukum acam maupun
ancaman pidananya. Pembedaan pedakuan dan ancaman dimaksudkan untuk
lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menapak masa depan
yang masih panjang.

Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan
kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya
untuk menjadi manusiz yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri,
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Mengingat ciri khas pada anak, maka untuk pelaksana kekuasaan
kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sudah
sejalan dengan Pasal 2 Undang-1Jndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan
Anak yaitu pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada
di lingkungan Peradilan Umum. Sedangkan untuk proses perkara anak nakal’® dari
sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya harus ditakukan oleh
pejabat khusus yaitu oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian

Republik Indonesia yang benar-benar memahami masalah anak.

3 [bid, him. 14-15.

® Darwan Prinst. Hukum Anak Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), him.
37.



Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik, di antaranya:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan

oleh orang dewasa.

2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalsh anak

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditank benang merahnya bahwa apa
saja yang diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Anak patut untuk diberi
apresiasi dan kritik konstruktif supaya dapat berjalan sesuai dengan aturan main
dan bisa diambil mznfaatnya tentang dasar serta metode terhadap kerelevanan
dengan hukum Islam.

Langkah ini dimunculkan sebagai bagian dari upaya untuk meinperoleh
scbuah gambaran yang ideal dalam persidangan anak khususnya dan kepastian
hukum pada umumnya. Dengan alasan tersebut judul diangkat oleh penyusun
menjadi topik bahasan pada skripsi ini.

Mengacu dari pennasalaban di atas, penyusun bermaksud membahas lebih
mendalam tentang persidaagan anak dalam kajian ilmiah melalui literatur yang
representatif dalam skripsi yang berjudul Persidangan Anak (Menurut Perspektif
Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan

Anak).

1%Team Media Centre, Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 (Surabaya:
Media Cenire, 2006), him 21.



B. Pokok Masalah
Dengan berpijak kepada latar belakang di atas, maka permasalahan yang
ingin dinngkap penyusun dalam skripsi ini, sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3
Talum 1997 tentang Peradilan Anak mengenai persidangan?
2. Bagaimana amalisis perbandingan antara keduanya dalam proses

persidangan dan sanksi yang harus diterapkan pada anak?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Adapun tujuan dari penulisan skdpsi ini, sebagai berikut:

a. Untuk mendeskripsikan secara logis dan sistematis tentang hukum
Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 perihal
persidangan dan sanksi yang harus diterapkan pada anak.

b. Untuk menjelaskan analisis perbandingan antara keduanya dalam
proses persidangan dan sanksi yang harus diterapkan pada anak.

2. Kegunaan
Kegumaan penyusunan skripsi ini di antaranya, sebagai berikut:

a. Infonnatif, yaitu sebuah upaya pemberian infonmasi tentang perspektif
hukum mengenai persidangan anak serta perbzindingvm antara
keduanya dalam rangka untuk menetapkan pidana.



b. Hlmiah, yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan
hukum di Indonesia yang berkaitan dengan persidangan dan sanksi
yang harus diterapkan pada anak.

D. Telaah Pustaka

Guna mengkaji pokok masalah yang terdapat dalam rumusan tentang
persidangan dan sanksi yang harus diterapkan pada anak, maka literatur berikut
dapat menjadi acuan sekaligus kajian dalam pembahasan skripsi ini.

Ada beberapa skripsi yang telah membahas tentang peradilan anak, di
antaranya adalah skripsinya saudara Mch. Badruzzaman yang berjudu! “Tinjauan
Hukum Islam Terbadap Sistem Pemidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal
dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak”. " Dalam skripsi tersebut
kurang ditonjolkan tentang persidangan anak, jadi penyusun beririsiatif untuk
mengangkatnya sebagai judul skripsi yang lebih mengedepankan pada perihal
tersebut.

Dalam skripsi saudari Yumizar Hidayati membahas tentang masalah
pidana anak yang begudul “Tinjauan Hukum [slam Terhadap Anak di Bawah
U Sebagai Alasan Penghapusan Pidana (UU RI Nomor 3 Tabun 1997)”.2
Dalam skripsi tersebut banyak dikupas dari segi sanksi yang diberikan dan kurang

mengedepankan dari segi proses persidangan anak. Sehingga penyusun mantap

" Moh. Badruzzaman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemidanaan dan
Pemberian Sanksi Anak Nakal dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak”, Skripsi
(Yogyakara Faknltas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), fidak diterbitkan.

2 Yunizar Hidayuti, Tinjauan Hukum lslam Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai
Alasan Penghapusan Pidana (UU Rl Nomor 3 Tahun 1997)”, Skripsi (Yogyakaria: Fakultas
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005) , fidak diterbitkan.




untuk mengupasnya dari sudut persidangan anak sebagai sebuah judul skripsi
yang lebih representatif.

Dalam skripsi saudari Fauziyah yang membahas tentang pidana untuk
anak yang dilakukan dengan mengadakan observasi langsung ke lapangan dengan
mengambil judul “ Tinjanan Hukum Islam Texhadap Sistem Pemidanaan Anak
Nakal di Lapas Karang Asem Bali”."’ Isi daripada skripsi tersebut lebih
ditonjolkan dari segi sanksi yang diberikan pada anak serta bagaimana keadaan
Lapas terscbut dan kurang mengedepankan dari proses persidangan anak.
Sehingga memunculkan inspirasi dari pihak penyusun untuk membuat skripsi
bertemakan persidangan anak.

Ada beberapa buku myjukan dari kalangan para tokoh ahli hukum positif
yang membahas tentang permasalahan persidangan anak di antaranya buku karya
Darwan Prinst yang berjudvl Hukum Anak Indonesia di dalamnya dibahas tentang
hukwn acara yang dipergunakan dalam proses persidangan anak.“ Buku ini
semata-mata hanya membahas dari hukum positif, tidak dibandingkan dengan
sistem hukum yang lain, tentama dalam hukum Islam.

Buku Pengadilan Anak di Indonesia, (Teori, Praktik dun

Permasalaharmya) karya Lilik Mulyadi di dalamnya berisi tata cara tentang

" Fauziyah, * Tinjanan Fukym Isiam Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Nakal di Lapas
Karang Asem Bali”, Skripsi (Yoyyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Smnan Kalijags, 2005), tidak
diterbitkan.

¥ Darwan Prinst, Hudum Anak Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), him,
36-53.
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prosedural persidangan anak.'* Buku inipun hanya menampilkan dani sisi hukum
positif tidak ditonjolkan dalam segi hukum Islamnya.

Selanjutnya dibahas juga Jalam buku lain yang berkaitan erat dengan
proses dalam persidangan anak berjudul Hukum Acara Peradilan Anak di
Indonesia oleh pakar hwkum yang bemmama Moch. Faisal Salam, di dalamnya
mengupas di antara tentang penyidikan, penuntutan, upaya hukum bagi anak dan
lain sebagainya, sebagaimana buku-buku di atas, buku inipun hanya menampilkan
proses beracara dari bukum positif dan tidak membahas dari sudut pandang
hukum Isfam.

Para pakar pidana dan pemikir Islam juga tidak mau ketinggalan. Di
antaranya banyak buku yang membahas tentang sifat bersidangan yaitu dalam
bukunya Muhammad Salam Madkur berjudul Peradilan dalam Islam membahas
tenfang seputar persidangan secara umum termasuk anak-anak."™ Sebagaimana
dijelaskan tentang proses persidaagan dalam peradilan Islam yang dilakukan
terbuka, tapi juga tidak menutap kemungkinan sidang tersebut boleh
diselenggarakan testutup untuk wmmm dengan alasan untuk kemaslahatan
bersama. Sebagaimana dalam judulnya, buku ini hanya membahas proses
persidangan menurut perspektif hukum Islam tidak membandingkannya dengan
hukum positif Indonesia.

Bukunya A. Hanafi yang bertjudul Asas-Asas Hukum Pidana Islam banyak

dikaji tentang pedoman dalam bukum Islam di antaranya tentang kedewasaan

1* Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktek, dan Permasalahannya),
(Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), 143-174.

1% Muhammad Salam Madbur, Peradilun dalam Islam alih bahasa Imron (Surabaya: PT
Bina Ilmu, 1993), him. 67.
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anak yang berhak umiuk dijatuhi hukuman.” Tapi di sini tidak dibahas tentang
kriteria kedewasaan dalam hukum positif.

Dalam bukunya A. A. Human Abduwrrahman yang berjudul Peradilan
Islam Keadilan Sesuai Fitrah Manusia topik yang ada dalam buku tersebut
condong pada perihal sanksi.'* Pada buku tersebut dibahas tentang takaran untuk
sanksi pada orang yang tersandung tindak pidana dalam takaran Islam. Untuk
sanksi dar segi hukum positif sendiri tidak ditonjolkan. Sebagaimana dengan
skripsi yang disusun oleh pestyusun yaito membandingkan antara hukum Islam
dan hukum positif.

Masalah mengenai hukum tentang anak bamyak yang dibahas dalam
berbagai macam persepsi. Di sini penyusun berusaha untuk mengkaji dalam
scbuah karya ilmiah tentang hukum anak dari sudut pandang permasalahan
persidangannya serta sanksi yang harus diterapkan pada anak dari segi hukum
Islam yang pada akhimya nanti akan dikomparasikan dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 tentzng Pecadilan Anak diharapkan kelak dikemudian hari
bisa dignnakan sebagai rujukan dalam dunia hukwm yang ada di Indonesia. Di
samping itn juga untuk mengembangkan dunia hukwn menjadi lebth berkualitas

dalam proses penanganannya.

7 A, Llanafi, Asas-Asas Hukim Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bingang, 1967), him. 382-
418.

* A. A. Human Abdwrahman, Peradilan Islam Keadilan Sesuai Fitrah Manvsia, alih
bahasa Abu Fathin al-Maraky (Jakaria: Wadi Press, 2004), him. 147.
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E. Kerangka Teoretik

Hukum mempunyai sifat dinamis yang sewaktu-waktu dapat berubah
sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang ada. Dalam penentuan dan
penetapan hukum harus disesuaikan dengan konteks kebutuhan pada saat itu, dan
semua itu tidak lepas dar nyjukan dan tujuan hukum [slam.

Sesungguhnya penerapan hukum Islam tentang persidangan anak tidak
lepas dari tujuan utama yaito untuk menjaga, melindungi dan menyelamatkan
anak-anak serta menanamkar nilai-nilai akhlak yang mulia, sehinzxga hukum ita
benar-benar berfungsi sebagai pengayom dan perlindungan terhadap anak-anak.

Hal ini tercermin pada kemampuan hukum Islam untuk melindungi dan
memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, harta dan ketunuman.

Sebagai salah satu hukum yang diakui dalam masyarakat, hukum Islam
sangat menjunjung tingg azas keadilan. Ada dua aspek yang meliputi asas
keadilan tersebut, yaitu;

1. Keadilan dari aspek persamaan perlaknan hukum, yaitu Islam
mengajarkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama
dalam hakum.

2. Keadilan dalam aspek hukuman yang setimpal dengan tindakan pidana
yang dilakukan, akan tetapi jangmlah memandang bagaimana
hukuman yang dikenakan kepada pelaku melainkan adanya nilai
keadilan dan pendidikan dalam hukuman itu sendiri ™

" Dikutip dari Moh. Badnuzzamun, Skripsi “Tinjavan Hukum [slam Terhadap Sistem
Peniidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan
Anak”, 2003, him. 111.
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Sebagaimana firman Allah yang herbunyi, sebagai berikut:

M 511 pgin (S b

Jadi pada intinya, nilai keadilan itu tetap eksis apabila ketetapan
hukumnya dijadikan sebuah paradigma dan diimplemantasikan dalam wilayah
realitas empiris.

Dalam menmtuskan svatu perkara haruslah secara adil dan tidak
melakukan diskriminasi antara satu dengan yang lainnya. Apabila pengadilan
memberikan suatu hukuman, maka konsekuensinya sesuai dengan kesalahan yang
telah diperbuat pelakunya karera semua yang dilakukan di dunia kelak di akhirat
akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah swt. Sebagaimana dalam firman
Allah yang berbumyi:

1Y ik 4 (28" U6 o Said WSamw 0 oSy U1 @ 052 15558550,

Makns yang terkandung dari penggalan surat tersebut yaitu bahwa

seseorang yang melakukan kesalahan karena perbuatannya yang berakibat dosa,

maka semua itu akan ditanggung dan dipertanggungjawabkan sendiri di akhirat
kelak. Kemudian kepada Tuhanlah mereka kembali.

Dari uraian teori-teori tentang persidangan anak, maka menurut hemat

penyusun apabila yang melakukan kesalahan tersebut adalah anak-anak maka

hukum yang diterapkan harvs hukum untuk anak-anak dan sebaliknya.

2 An-Nisa'(4): 51.
2 Al-An’3m (6): 164
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Oleh karena ilu, untuk menemukan rujukan yang jelas dan tegas dalam
menangani kasus anak-anak maka dibentuklah Peradilan Anak. Adapun untuk
Peradilan Anak di bawab naungan Peradilan Umum.

Berbicara tentang hukum, maka konsekuensi logis harus diaplikasikan
dalam realitas, akan tetapi yang pedu digarisbawahi adalah standar hukum harus
melihkat siapa yang melakukan. Dalam arti ketika anak-anak yang melakukan
maka hukum yang diberikan adalah hukum untuk anak-anak begitu pula
sebaliknya. karena semua itu mengacu pada negara kita yakni negara hukum.

Di sisi lain yang pertu dicermati dalam hal persidangan anak-anak adalah
rasa tanggung jawab dari pihak yang terlibat dalam perkara, dalam arti sejauh
mana kesanggupan yang terlibat dalam perkara tersebut mampu memenuhi
persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang,

Sedangkan menunut pandangan Van Hammel, orang dapat dikatakan
mampu bertanggung jawab apabila tiga syarat dapat dipenuhinya, di antaranya:

1. Bahwa orang itu mampu menginsyafi arti perbuatanmya dalam hal

makna dan akibat dari perbuatannya.

2. Bahwa orang tersebut mampu menginsyafi perbuatannya yang

bertentangan dengan ketertiban masyarakat.

3. Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya tentang perbuatan

yang telah dilakukan >

2 Mas’ad Ma"sum, Hukum Pidana (Yogyakartz: Fakultas Syari’ah [AIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 1990), him. 36.
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Untuk hukum Islam diterangkan untuk seseorang yang sudah dibebani
tanggung jawab terdapat dalam al-Qu’an yang tersirat dalam firman Allah yang

berbunyi;
Eom ol BB Juoy Fgle o 5B op B 1Y B R sl Il
‘)5\5\.6_.\5..\.3-g‘h:ﬁ‘“;b‘yﬁiaﬂ‘wdb)b‘a&

B0y 5%
Selanjutnya dalam: hal penyidikan terhadap kasus anak-anak secara
sepenvhnya dilakukan oleh Petugas Penyidikan Kepolisian, akan tetapi tidak
menuntut kesnungkinan bisa juga pejabat Jain yang ditugaskan oleh Kepolisian RI.
Untuk penangkapan dan penahanan itu harus dibedakan dengan orang dewasa.
Ketentuan tentang penangkapan hanya membolehkan paling lama 1(satu)
hari sedangkan ketenfuan tenfang penahanan sejak penyidikan sampai dengan
keputusan Hakim (MA) paling !ama 145 (Seratus Empat Puluh Lima) hari. Bagi
dewasa, dalam KUHP, lama penahanan yang dibolehkan adalah 400 (Empat
Ratus) hari.
Untuk persidangan anak menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997
tentang Peradilan Anak bahwa anak dapat disidangkan berumur sekurang-

kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)

B Al-An’3m (6): 124.

2 Moch. Faizal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak di Indomesia (Bendung: CV.
Mandar Maju, 2005), him. 12.
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talmm dan bejum pernah kawin atau anak tersebut sudah berumur 21 (dua puluh
satu) tahun juga bisa diajukan ke sidang anak.

Proses persidangan sendiri bersifat tertutup dengan alasan untuk
kepentingan bersama dalam arti melindungi psikis atau sesuatu yang
mengakibatkan depresi mental. Tapi, dalam perspektif hukum Islam persidangan
secara umum bersifat terbuka, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bica
dilakukan dengan sidang ftertutup apabila dari pihak yang bersangkutan
menginginkannya dan scmma it untuk kemaslahatan bersama. Jadi, metode yang
dipergunakan dalam Islam adalah al-Maslahah al-Mursalah yaitu suatu
kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada
pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari’at dan
tidak ada illat yang keluar dari syara’ yang menentukan penjelasan hukum.
kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan bukum syara’,
yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemelibarazn kemadaratan atan uniok
menyatakan svatu manfaat.

Kendati demikian yang perlu ditekankan dalam memberikan sanksi harus
mengedepankan pada hukuman yang bersifat mendidik dan membimbing anak
agar menjadi lebih baik.

F. Metode Penelitian
Sebagai sebuzh karya ilmiah, penyusun menggunakan metode-metode
yang dibutuhkan. Adapua metode yang digumakan oleh penyusun dalam

penyusunan skripsi, di antaranya:
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1. Jenis Pemelitian

Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan oleh penyusun

adalah penelitian pustaka (library research). Dari jenis penelitian tersebut

penyusin dengan mengkaji bahan-bahan pustaka seperti: buku, jurnal,
skripsi, surat kabar dan sumber pustaka lain yang relevan dengan proses
penyusunan skripsi.

Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah

metode deskriptik-analitik, yakni mengumpulkan serta memaparkan

tentang perspektif hukunm baik dari segi hukum Islam maupun dari sudut

pandang bhukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

tentang Peradilan Anak mengenai persidangan serta sanksi yang harus

diterapkan pada anak dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Pendekatan Masalah

Dalam penelitian tni penyusun menggunakan pendekatan, di antaranya:

a. Normatif-yuridis, yaitu pendekatan yang menggunakan tolok ukur
nonna agama (al-Qar’an dan as-Sunnah) dan hukum seria perundang-
undangan.

b. Pendekatan psiko-pedagogis, pendekatan ini digunakan agar mampu
memahamu  kondisi kejiwaan anak agar ketika dalam proses
persidangan diperoleh pemahaman secara wtuh dam pemberian

hukuman yang bersifat mendidik.
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4. Tehnik Pengumpuian Data

Adapun telmik pengunipulan data adalah menggunakan metode literatur

yaitu mencan data dengan cara membaca pustaka yang terkait. Daia yang

dipakai dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dari sumber primer dan
sumber sekunder serta sumber tersier.

a. Sumber primer adalah hukun positif di Indonesia (KUHP dan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak) dan hukum
pidana Islam (al-Qur’an dan hadis).

b. Sumber sekunder adalah buku-buku yang terkait dengan permasalahan
yang dikaji baik kitab, buku, majalah, artike] dan sebagaimya.

¢. sumber tersiernya didapatkan dari kamus-kamus dan ensiklopedi yang
berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Aaalisis Data

Analisa data merupakan tahap penyusunan terhadap seluruh data yang

telah diidentifikasi dan terorganisir guna mendapatkan konklusi yang

benar dalam hal i untuk menganalisa data yang telah tersusun secara
sistematis. Di samping 1fu juga penyusun menggunakan berbagai analisis,

di antaranya sebagai berikut:

a. Analisis deduktif, berarti bahwa penyusun menganalisa dari data yang
bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan dari maksud
pokok permasalahan tersebut.

b. Komparasi, yakni data yang diperoleh diperbandingkan yaitu antara
hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
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Peradilan Anak sehingga diperoleh hukum yang jelas dan kuat tentang

persidangan dan sanksi yang harus diterapkan pada anak.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam upaya penyusunan skripsi ini agar dapat
dipahami secara sistemacis, maka disusunlah sebuah kerangka, sebagai berikut:

Pada bab yang pertama penyusun meletakkan pendahuluan yang mana isi
pendahuluan tersebut memmai yaitu pertama: tentang latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode
penclitian dan sistematika pembahasan.

Untuk mendapatkan sebuah gambaran yang jelas tentang pokok
permasalaban persidangan dan sanksi yang harus diterapkan pada anak dalam
perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1597 tentang Peradilan Anak maka
penyustm membahasaya pada bab kedua. Bab ini berisi tentang persidangan anak
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tabun 1997 tentang Peradilan Anak
kesemuanya terangkum dalam empat sub bab. Yaitu pada sub bab pertama:
sejarah lahimya Undang-Undzng Nomor 3 Talun 1997. Sub bab kedua: tata cara
dalam persidangan anak. Sub bab ketiga: penjatuban sanksi bagi anak. Sub bab
keempat: perlindungan anak dalarn peradilan anak.

Untuk memahami tentang persidangan serta sanksi yang harus diterapkan
pada anak dalaa perspektif hukum Islam penyusun meletakkan pada bab yang

ketiga. Dalam bab tersebut memuat empat sub bab, terdiri: pengertian anak,
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persidangan anak dalam Islam, penjatuhan sanksi pada anak, pertanggungjawaban
pidana.

Bab empat berisikan analisis penynsun dari kedua perspekiif hukum
tersebut tentang permasalahan persidangan dan sanksi yang harus diterapkan pada
anak baik menurut perspektif hukum Islam mavpun Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Terdiri atas: persidangan anak, sanksi yang
harus diterapkan pada anak.

Pada bab kelima, yaitu berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan
sebagai jawaban pokok dari permasalahan yang dikaji dalam penelitian tersebut.
Serta saran yang nautinya dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan

mazsyarakat lnas pada umuminya.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpuian

Setelah dipaparkan mengenai persidangan serta sanksi yang diterapkan

untuk anak menurut perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

1997 tentang Peradilan Anak di atas, maka dapat ditanik kesimpulan, sebagai

berikui:

1.

Proses persidangan dalam perspektif hukum Islam yaitu menganjurian
agar persidangan bersifat terbuka sehingga dakwaan gugatan itu diketahui
(secara terbuka) dan pihak-pthak lain yang ada hubungannya dengan
sengketa it diikutsertakan. Perihal tersebut bukan sebuah babak final tapi
masih mempunyai nilai tawar dengan sidang bersifat tormtup demi
kemaslahatan bersama Metode dalamm persidangan yang dipergunakan
dalam Islam adalah al-Maslahah yakni suatu ketentuan yang berdasarkan
pemeliharaan kemadaratan atau untuk menyatakan suatu manfaat. Pada
intinya holomm [stam mempunyai sifag fleksibel dan selalu memberikan
kemudahan pada setiap umatmya. Sanksi yang diterapkan dalany Islam
tidak ditekankan, tapi lebih dianjurkan pada nilai pendidikan (/arbivah)
serta pembinaan (% 'bid) yang diberikan pada anak yang nantinya kelak
menjadi anak yang berguna. Sedangkan persidangan anak yang terdzpat
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemdilan Anak
dijelaskan bahwa untuk proses persidangan untuk kalangan anak lebih
ditekankan bersifat tertutup untuk umm. Dengan alasan, pertimbangan
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psikologi serta wntuk menjaga nama baik anak tersebut karena dipandang
masih mempunyai masa depan yang lebih baik sekaligus sebagai generasi
penerus bangsa. Untuk peperapan sanksi sendiri yang diberikan kepada
anak nakal menurut perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Peradilan Anak adalah untuk hukumannya berupa pidana pokok
yang terdiri atas: pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana
pengawasan. Serta pidana tambahan yang berupa: perampasan barang-
barang dan ganti rugi.

2. Baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Peradilan Anak mempunyai (ujuan yang sama, yakni untuk membentuk
pribadi anak atan generasi yang lebih baik bagi dirinya, orang tua,
masyarakat dan negara. Tidak ada satupun indikasi yang bersifat
menjatubkan harkat, martabat serta derajat seorang anak tetapi keduanya
saling menjunjung tinggi dan menghomnmati manusi secara utuh karena

itulah hakikat manusia.

B. Saran
Berdasarkan kestmpulan penclitian sebagaimana yang telah dikemukakan
di atas, maka dapat diajukan saran yang n-mnglcin dapat dijadikan masukan
dalam rangka menerapkan hukum perihal persidangan anak yaita bahwa anak
yang terbukti bersalah hukum tetap ditegakkan tanpa memihak antara satn

dengan yang Jainnya.



Untuk persidangan anak sendin dianjurkan bersifat tertutup serta hakim
tidak diberkenankan memakai seragam dengan alasan untuk kebaikan amak
karena ditakutkan dapat berimbas pada pstkologi anak scbab, masa depan
masih panjang dan sekaligus sebagai generasi penerus bangsa.
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